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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian
Koorinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan
Kebudayaan perlu menyusun peta proses bisnis di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan,;

b. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi
instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk
menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;



Mengingat

Menetapkan

-0 -

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 60);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 652);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.



Pasal 1
Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan diagram
yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2
Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3
Peta Proses Bisnis Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pedoman
atau acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
dalam melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

dog).

Sorni [Paskah Daeli
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